Anggota DPRD Kabupaten Majalengka 

Kunjungi Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jabar
Kepala Sub Auditorat (Kasubaud) Jabar II BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat (Jabar) Yuyung Mulya Sungkawa terima kunjungan anggota DPRD Kabupaten Majalengka pada Kamis (8/04) lalu. Kunjungan anggota dewan tersebut dilaksanakan dalam rangka konsultasi terkait Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2010 yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang Tata Tertib DPRD.

Dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jabar, selain Kasubaud Jabar II, hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Seksi (Kasi) Jabar II.a Henggar K. P. Nugraha dan Kasi Jabar II.b Yayat Rahadiyat.

Adapun anggota DPRD Kabupaten Majalengka yang berkunjung ke BPK RI Perwakilan Provinsi Jabar berjumlah 12 orang, antara lain Acep Syarifudin, Dadan Daniswan, Aan Subarnas, dan Otong Syuhada. Turut pula dalam rombongan tersebut tiga orang pegawai dari sekretariat dewan, yakni Dadang Juanda, A. Kohar, dan Rohman Mulyana.
Menyangkut PP No. 16 Tahun 2010, anggota dewan banyak menanyakan tentang penganggaran APBD untuk fraksi-fraksi di DPRD. Menanggapi pertanyaan tentang keuangan untuk fraksi di DPRD, Kasubaud Jabar II Yuyung Mulya Sungkawa menyatakan bahwa karena anggaran tersebut masuk DPA sekretariat, walaupun alokasinya bisa  untuk operasional fraksi, tapi pengelolaan keuangan tetap di tangan Sekretariat Dewan. “Jangan sampai ada kesalahan pemahaman bahwa anggaran tersebut dikelola oleh sekretariat fraksi. Nanti akan muncul penyimpangan,” katanya

Selain penjelasan secara umum tentang PP No. 16 Tahun 2010, anggota dewan Kabupaten Majalengka juga meminta penjelasan tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Pemerintah Kabupaten Majalengka. 

Terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan, Kasubaud Jabar II Yuyung Mulya Sungkawa menyatakan bahwa yang lebih ditekankan oleh BPK RI adalah tindak lanjut rekomendasi yang diajukan oleh BPK terkait hasil pemeriksaan. “Selama ini relatif sudah berjalan, hanya saja tindak lanjut yang ada seringkali tidak dilaksanakan secara konseptual. Tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK lebih banyak bersifat kasuistik, kasus per kasus, akibatnya seringkali terjadi perulangan persoalan dalam pemeriksaan-pemeriksaan selanjutnya,” kata Kasubaud Jabar II. (w**)
